
Permohonan Surat Keterangan Bebas PPh atas Penghasilan dati 
Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan
No. SK :

Persyaratan

1. Orang pribadi yang mempunyai penghasilan di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak yang melakukan 

pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dengan jumlah bruto pengalihannya kurang dari 

Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah:a. surat 

permohonan SKB PPh atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan;b. surat 

pernyataan berpenghasilan di bawah penghasilan tidak kena pajak dan jumlah bruto pengalihan hak 

atas tanah dan/atau bangunan kurang dari Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);c. fotokopi Kartu 

Keluarga;d. fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun yang 

bersangkutan;

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Wajib Pajak mengajukan permohonan Surat Keterangan Bebas ke KPP orang pribadi atau badan yang 

bersangkutan terdaftar atau bertempat tinggal. Kriteria pengajuan permohonan: 1. Diajukan secara 

tertulis oleh orang pribadi atau badan yang melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan 

ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat orang pribadi atau badan yang bersangkutan terdaftar atau 

bertempat tinggal; 2.Dalam hal pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan karena warisan, 

permohonan untuk memperoleh Surat keterangan Bebas Pajak Penghasilan atas penghasilan dari 

pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan diajukan oleh ahli waris ke KPP tempat pewaris 

terdaftar.

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap. Dalam hal jangka waktu 

terlewati, permohonan dianggap diterima dan Kepala KPP menerbitkan SKB paling lama 2 (dua) hari kerja 

sejak terlewatinya jangka waktu tersebut.

Biaya / Tarif
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Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Bebas/Surat Penolakan Permohonan Surat Keterangan Bebas.

Pengaduan Layanan

Segala jenis  pengaduan  layanan  dapat  disampaikan melalui saluran  resmi pengaduan:

1. Telepon Kring Pajak : 1500 200

2. Faks                         : (021) 5251245

3. Email                        : pengaduan@pajak.go.id

4. Twitter                      : @kring_pajak

5. Website                   : pengaduan.pajak.go.id

6. Chat Pajak               :pajak.go.id

7. Surat atau datang langsung ke Direktorat P2 Humas atau unit kerja lainnya

Saran dan masukan dapat disampaikan melalui:

1. Telepon    : (0422)21097

2. Faksmile  : (0422) 22608

3. Email        : kpp.813@pajak.go.id

4. Twitter      :  @pajakmajene

5. Instagram : @pajakmajene
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